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PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP 
HUKUM ACARA PIDANA 


1. Pendahuluan 


Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (hukum 
pidana substantif) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum 
pidana materiil yang lazim disebut dengan hukum pidana saja, mengatur 
perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat menjatuhkan pidana 
dan sanksi pidana. Sedangkan tujuan hukum pidana adalah untuk memelihara 
ketertiban umum demi kepentingan umum. 

Namun, hukum pidana tidak mengatur aturan-aturan tentang cara 
bagaimana atau tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi 
pelanggaran terhadap hukum pidana itu sendiri. Hal-hal terakhir inilah yang 
diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Oleh karena itu 
fungsi hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan atau menegakkan 
hukum pidana. Ini berarti bahwa hukum pidana tidak mempunyai arti sama 
sekali kalau tidak ada hukum acaranya. 

Di dalam pokok bahasan ini akan diuraikan berturut-tarut mengenai : 
a. pengertian hukum acara pidana, b. ruang berlakunya dan sumber hukum 
acara pidana, c. fungsi dan tujuan hukum acara pidana, d. orang-orang yang 
terlibat dalam hukum acara pidana. 


2. Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Sasaran Belajar 
(SB) 


TIU : Setelah mengikuti kuliah pada materi pokok bahasan ini diharapkan 
para mahasiswa dapat mengerti dan memahami batasan dan ruang 
lingkup hukum acara pidana. 

SB : Padaakhir kuliah diharapkan mahasiswamampu: 

1. Mendefinisikan hukum acarapidana, $ 
- 2. Menjelaskan hubungan antara hukum pidana dengan hukum 
acara pidana, 
3. Menjelaskan tempat dan ruang berlakunya hukum acara pidana, 


1 


Versi Pdf Lengkapnya diipusnas.com 


3 


4. Menyebutkan sumber hukum acara pidana, 

5. Menjelaskan tugas dan tujuan hukum acara pidana, 

6. Menyebutkan siapa saja yang dapat terlibat dalam hukum acara 
pidana. 


Definisi Hukum Acara Pidana 


Untuk memahami apa hukum acara pidana itu, maka di bawah: ini 
dikemukakan definisi, baik yang dirumuskan oleh sarjana Barat maupun 
sarjana Timur sebagai berikut ini. 


(5 


Jde Bosch Kemper : 
Hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan 
undang-undang yang mengatur wewenang negara untuk menghukum 
bilamana undang-undang pidana dilanggar. 
D Simons menyatakan bahwa: 
Hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat 
perlengkapannya mempergunakan wewenangnya untuk memidana dan 
menjatuhkan pidana. 
Wirjono Prodjodikoro menyatakan : 
Hukum acara pidana ialah peraturan yang mengatur cara bagaimana 
badan pemerintah berhak menuntut, j ika terjadi suatu tindak pidana, 
cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuh- 
kan suatu hukuman dapat dilaksanakan. 
Sudarto : 
Hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa 
yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau 
orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada persangkaan 
bahwahukum pidana dilanggar. 

Berdasarkan definisi- definisi di atas, dapatlah kiranya dikatakan bah- 


wa tiga definisi yang pertama (dari Kemper, Simons dan Wirjono Prodjo- 
dikoro) merupakan definisi yang sempit, sebab dalam hal ini hukum acara 
pidana hanya ditekankan pada hak atas penguasa saja. Sedangkan apa yang 
dikatakan oleh Sudarto merupakan definisi yang luas, sebab sama halnya 
dengan hukum pada umumnya bahwa adresat hukum acara pidana ialah 
masyarakat (termasuk pulapara penegak hukum). 
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Jadi, tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa aturan-aturan dalam 
hukum acara pidana itu tidak hanya ditujukan buat para penegak hukurh saja, 
tetapi diperuntukkan pula kepada pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat 
di dalamnya. Sebagai contoh misalnya dapat dikemukakan di sini bahwa 
aturan-aturan hukum acara pidana itu memuat pula hak-hak dan kewajiban- 
kewajiban tersangka atau terdakwa, saksi, ahli maupun penasihat hukum. 


Hukum Acara Pidana 


Penegak Hukum 


Dari keempat definisi tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan 
sebagai berikut: | 
a. Fungsi bukum acara pidana adalah untuk melaksanakan atau mene- 
gakkan hukum pidana. Oleh karena itu antara kedua-duanya saling ber- 
hubungan yang sangat erat, sehingga kadang-kadang bagi kita sulit untuk 
menentukan apakah aturan itu merupakan ketentuan hukum pidana 
ataukah termasuk ketentuan hukum acara pidana. 
Sebagai contoh misalnya, mengenai ketentuan Pasal 76 KUHP yaitu 
mengenai asas ne bis in idem atau juga dikenal dengan kata-kata nemo 
debet bis vexari ataupun disebut pula dengan istilah double jeopardy. 
Asas ini mengandung arti bahwa orang tidak dapat dituntut untuk kedua 
kalinya karena satu perbuatan (feif), yang telah dilakukannya dan 
terhadap perbuatan itu telah dijatuhkan putusan pengadilan (vonnis) yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in krachtyan gewijsde). 
Ketentuan ini dapat dipandang sebagai aturan pokok dalam hukum 
pidana, tetapi dapat pula dianggap sebagai aturan dalam hukum acara 
pidana. Demikian pula misalnya aturan-aturan dalam KUHP yang 
— mengatur tentang daluwarsa (verjaring), baik daluwarsa terhadap hak 
untuk melakukan penuntutan pidana (vervolgingsverjaring) maupun 
daluwarsa terhadap hak untuk melaksanakan pidana (strafverjaring) yang 
terdapat dalam Pasal 78 dan 84 KUHP. 
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b. Hukum acara pidana telah beroperasi meskipun baru ada persangkaan 
saja adanya orang yang melanggar aturan-aturan hukum pidana. Ini 
berarti bahwa hukum acara pidana itu sudah dapat berjalan meskipun 
sebenarnyatidak terjadi suatu tindak pidana. 

Contoh : Pada suatu hari kedapatan seorang meninggal tanpa diketahui 
sebab-sebabnya. Maka pada saat itu pula timbul dugaan pada polisi, 
bahwa mungkin orang tersebut mati disebabkan karena pembunuhan atau 
penganiayaan. Atas dasar dugaan tersebut kemudian polisi mengadakan 
penyelidikan dan penyidikan. Polisi memanggil orang yang dicurigai 
untuk didengar keterangannya, baik sebagai tersangka maupun saksi. 
Selanjutnya untuk menentukan sebab-sebab kematian korban tersebut, 
polisi minta bantuan kepada Ahli Kedokteran Kehakiman guna 
pemeriksaan bedah mayat (autopsy). Hasil pemeriksaan dokter yang 
dituangkan dalam visum et repertum ternyata menyatakan bahwa mati- 
nya korban disebabkan oleh serangan penyakit jantung yang mendadak 
(kematian wajar/natural death). 

“Jadi, dalam hal ini sama sekali tidak ada pelanggaran terhadap aturan- 
aturan hukum pidana (tindak pidana). Namun demikian, hukum acara 
pidana telah berjalan yaitu polisi telah mengadakan penyelidikan dan 
penyidikan. Ini berarti bahwa fungsi hukum acara pidana bukan saja 
untuk menentukan secara resmi adanya pelanggaran terhadap hukum 
pidana (yang secara tidak resmi telah diketahui orang), tetapi ia juga 
mengadakan tindakan-tindakan walaupun baru ada persangkaan saja 
bahwaadatindak pidana yang dilakukan oleh orang. 

Perlu dikemukakan di sini bahwa sifat keresmian hukum acara pidana 
ini membawa konsekuensi bahwa segala usaha untuk melaksanakan atau 
menegakkan hukum pidana itu harus dilakukan oleh aparat resmi yang 
menurut undang-undang memang ditugaskan untuk itu. Sehubungan dengan 
itu, maka sebagai suatu prinsip atau asas dalam hukum acara pidana adalah, 
bahwa ia tidak membenarkan adanya orang-orang yang main hakim sendiri 
(verbodvan eigen richting). 

Adapun sebagai dasar bahwa penegakan hukum pidana harus dilak- 
sanakan secara resmi dan dilakukan oleh aparat resmi yang memang 
ditugaskan untuk itu, antara lain ditentukan di dalam KUHAP sebagai berikut: 
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Pasal 1 butir 1 
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan. 


Pasal 1 butir 2 
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka- 
nya. 


Latihan 

1. Mengapa definisi Sudarto tentang hukum acara pidana dapat dikata- 
kan merupakan definisi yang luas 

2. Jelaskan mengapa hukum acara pidana itu tidak selalu untuk me- 
laksanakan hukum pidana ? | 

3. Bagaimana hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara 
pidana 

4. Dengan adanya sifat keresmian hukum acara pidana dapat mem- 
bawa konsekuensi hukum yang bagaimana ? 


4. Tempat, Ruang Berlakunya dan Sumber Hukum Acara 
Pidana 


Seperti telah diuraikan dimuka bahwa hukum pidana dapat dibagi 
menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara 
pidana. Dalam pembagian hukum antara hukum publik (publiekrecht) dan : 
hukum privat (privaatrecht), hukum acara pidana digolongkan ke dalam 
hukum publik. | 

Sebagai bagian dari hukum publik, hukum acara pidana dapat pula 
diartikan secara luas dan sempit. Apabila hukum acara pidana dipandang dari 
segi tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan hak-hak dari pejabat-pejabat 
yang berwenang dalam penyidikan, penuntutan dan mengadili, maka ia 
termasuk hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ini yang disebut 
hukum acara pidana dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit 
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yaitu apabila kita melihat hukum acara pidana itu berjalan apabila ada 

persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. 

Seperti diuraikan dimuka bahwa hukum acara pidana tergolong ke 
dalam hukum publik. Ini berarti bahwa untuk melakukan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan tindak pida- 
na, maka para penyelidik dan penyidik pada dasarnya dapat melaksanakan 
kewajiban mereka itu dengan tidak disyaratkan pada adanya laporan atau 
suatu permintaan dari seseorang yang telah merasa dirugikan oleh suatu tindak 
pidana yang telah dilakukan orang lain. 

Demikian halnya untuk dapat melakukan penuntutan terhadap sese- 
orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, para penuntut 
umum pada dasarnya dapat melakukan kewajiban mereka tanpa digantung- 
kan adanya suatu permintaan dari seseorang yang merasa dirugikan akibat dari 
suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, kecuali apabila undang- 
undang telah menentukan lain. Sebagai contoh misalnya, suatu penuntutan 
yang disyaratkan adanya suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan 
adalah dalam hal tindak pidana perzinahan seperti diatur dalam Pasal 284 ayat 
(2) KUHP, dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan di luar 
perkawinan dengan seorang wanita yang belum berumur lima belas tahun 
seperti diatur dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP dalam tindak pidana 
penghinaan seperti diatur dalam Pasal 319 KUHP dan lain sebagainya. 

Dalam pada itu, mengenai ruang lingkup berlakunya KUHAP di dalam 
Pasal 2 KUHAP dinyatakan bahwa : Undang-undang ini berlaku untuk 
melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada 
semua tingkat peradilan. Mengenai Pasal 2 KUHAP ini, pembentukan 
undang-undang hanya menjelaskan hal-hal sebagai berikut : 

a. Ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas vang dianut oleh 
hukum pidana Indonesia, 

b. Yang dimaksud dengan “peradilan umum” termasuk pengkhususannya 
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) alineaterakhir 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.—p 

Asas yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 huruf a tentunya tidak 

hanya asas-asas yang termuat dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 KUHP, 

misalnya asas teritorial, asas nasionalitas pasif dan asas universal, tetapi 
meliputi pula asas-asas yang termuat dalam perundang-undangan hukum 
acara pidana di Juar KUHAP, misalnya asas oportunitas. Selanjutnya apakah 
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yang dimaksud dengan peradilan umum dalam rumusan Pasal 2 KUHAP itu? 
Di dalam penjelasan Pasal 2 huruf b tersebut, perbuat undang-undang 
secara singkat hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan peradilan 
umum adalah peradilan umum termasuk pengkhususannya sebagaimana 
yang tercantum dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) alinea terakhir Undang- 
Undang Nomor 14 Tahun 1970. | 
Dalam pada itu, penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1970 itu sendiri selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 
“Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan 
masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu 
dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat 
banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan 
peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau 
mengenai golongan rakyat tertentu, sedang peradilan umum adalah 
peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata 
maupun perkara pidana. Perbedaan dalam empat peradilan ini, tidak 
menutup kemungkinan adanya pengkhususan (differensiasi/ spesiali- 
sasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan 
Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, 
Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya dengan 
Undang-Undang”. 


Dalam pada itu sebagai sumber utama hukum acara pidana kita sekarang 

adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP 

yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. KUHAP sebagai hukum acara pidana 

positif terdiri dari XXIJ Bab dan 286 pasal. Sumber hukum acara pidana yang 

lain dapat disebut di sini sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8. Undang- 
Undang ini telah menyatakan tidak berlakunya lagi Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 1999: 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 sebagai- 
. mana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  14Tahun1985 tentang 

Mahkamah Agung 
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lem- 

baran Negara Tahun 1983 Nomor 20 sebagaimana telah diubah Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 
d. - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Lembaran Negara Tahun 2002 

Nomor 2 yaitu Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, 
f£. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1983 

Nomor 36. | 

Disamping itu masih ada berbagai peraturan pelaksana yang lain, baik 
berupa Keputusan Menteri Kehakiman, Peraturan Menteri Kehakiman, Surat 
Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Bersama Menhankam dan Menteri 
Kehakiman, Keputusan Menteri Keuangan dan sebagainya. 

Perlu dikemukakan disini, bahwa berdasarkan Pasal 284 ayat (2) 
KUHAPdapun Hukum Acara Pidana yang dimuat diluar KUHAP tersebut 
merupakan ketentuan-ketentuan khusus Acara Pidana, yang dalam aturan- 
aturannya terdapat penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan 
KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana Umum. Undang-Undang dimaksud 
antara lain a maka diluar KUHAP masih diakui adanya Hukum Acara Pidana 
Khusus. Adalah : | 

”- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
dimana Pengadilan Anak merupakan Pengadilan Khusus, 

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 

dimana Pengadilan HAM merupakan Pengadilan Khusus, 

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembe- 
rantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi sebagai Pengadilan Khusus, 

- Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan Penuntutan 
dan Pemeriksaan tindak Pidana Ekonomi, dimana Pengadilan Tindak 
Pidana Ekonomi sebagai Pengadilan Khusus. 

Perlu dikemukakan disini bahwa pengadilan-pengadilan khusus seperti 

tersebut diatas bukanlah merupakan pengadilan yang mempunyai 
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lingkungan peradilan tersendiri, melainkan tetap termasuk dalam lingkungan 
peradilan umum. 

Adapun ketentuan-ketentuan yang merupakan penyimpangan atas 
KUHAP sebagai contoh misalnya : sidang pengadilan anak yang harus 
dilakukan secara tertutup untuk umum walaupun putusan pengadilan wajib 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 57 jo Pasal 59 UU No.3 
Tahun 1997). 

Demikian pula pengadilan HAM Ad Hoc berwenang mengadili 
pelanggaran HAM berat, yang berlaku surut (retro active) Pasal 43 Undang- . 
Undang No.26 Tahun 2000. 

Begitu pula dalam pengadilan tindak pidana korupsi digunakan sistem 
pembuktian terbalik (shifting of the burden of proof) yang merupakan 
penyimpangan atas asas pradugatak bersalah (presumtion of innocence) dan 
menyalahkan diri sendiri (non self. incrimination). 

Dalam pengadilan tindak pidana ekonomi dikenal adanya tindakan tata 
tertib sementara antara lain penutupan sebagian atau seluruh perusahaan 
tersangka, penempatan perusahaan tersangka dibawah pengampuan dan 
sebagainya. 

Perlu ditambahkan disini bahwa masih ada beberapa Undang-Undang 
lainnya yang mengatur juga tentang penyidikan, penuntutan dan pemerik- 
saan sidang pengadilan, yang aturan-aturannya merupakan penyimpangan- 
penyimpangan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP 
sebagai lex specialis, antara lain sebagai berikut : 

- Undang-Undang Nomor 15/PRP/2003 tentang Pemberantasan Tin- 

dak Pidana Terorisme, 
'- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembe- 
rantasan Tindak Pidana Korupsi: 

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2003: 

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 


Perlu dikemukakan di sini bahwa pada dasarnya hukum acara pidana 
umumnya (KUHAP) merupakan dasar dari hukum acara pidana di segala 
bidang, kecuali apabila undang-undang dibidang tesebut secara tegas 
. menentukan lain Gampadanya.. Ini sesuai dengan asas lex specialis derogat 
generali. 
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Latihan 
“1. Hukum acara pidana termasuk hukum publik. Jelaskan dengan 
disertai contohnya. 
2. Sebutkan empat lingkungan peradilan 
3. Sebutkan pula sumber-sumber hukum acara pidana, baik hukum 
acara pidana umum maupun sumber hukum acara pidana khusus. 


5, Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana 


Sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa hukum pidana materiil 
mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat untuk 
menjatuhkan pidana dan sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan- 
perbuatan yang dirumuskannya. Sedangkan tujuan hukum pidana itu adalah 
untuk memelihara ketertiban umum demi kepentingan umum. 

Namun, di dalam hukum pidana tersebut tidak terdapat aturan-aturan 
tentang cara bagaimana atau tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan 
apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana itu sendiri. Dengan 
demikian maka apa yang menjadi tujuan hukum pidana itu tidak mungkin 
tercapai apabila pemerintah atau negara hanya membuat hukum pidana saja. 
Untuk itu dibutuhkan hukum acara pidana yang secara keseluruhan 
mengatur: 

a. Cara bagaimana negara melalui alat-alat perlengkapannya menemukan 
kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran terhadap hukum pidana. 

. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi, 

c. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar 
hukum tersebut dan jikaperlu menahannya: 

d. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal 
mencari kebenaran tersebut di atas dan selanjutnya mengajukan si 
pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan, 

e. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di 
depan sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan tentang salah tidak- 
nya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya, 

f. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim, 

g. Cara bagaimana putusan hakim tersebut dilaksanakan dan cara penga- 
wasan serta pengamatannya. 
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Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu : 
1. mencari dan mendapatkankebenaranmateriil, 
2. memberikan suatu putusan hakim: 
3. melaksanakanputusan hakim. 

Tekanan harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran materiil 
(materiele waarheid), sebab kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari 
suatu putusan hakim pidana. 

Adapun yang dimaksud dengan kebenaran materiil adalah kebenaran 
yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 
ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan 
tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melanggar 
hukum pidana, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan 
guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan 
dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. 

Dalam pada itu bahwa apa yang diatur dalam hukum acara pidana 
adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum 
dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bertujuan untuk melindungi hak-hak 
asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar 
hukum Sendiri. 

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa tujuan hukum acara 
pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil (substantial truth) dan 
sekaligus untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (protection of 
human rights) 


Latihan. 
1. Sebutkan tigatugas pokok hukum acarapidana 
2. Sebutkanpula tujuan hukum acara pidana 


6. Orang-orang yang Terlibat dalam Hukum Acara Pidana 


Seperti telah diuraikan dimuka bahwa yang menjadi adresat norma 

ukum adalah masyarakat. Kepada mereka inilah norma-norma itu tertuju. 
Secara lebih khusus, maka hukum acara pidana yang berupa aturan-aturan 
tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana itu, di samping menjadi 
pedoman bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka di 
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bidang peradilan juga merupakan petunjuk bagi orang-orang atau pihak- 
pihak yang terlibat di dalamnya. 


Sehubungan dengan itu, maka orang-orang yang dapat terlibat dalam 


hukum acara pidana (dramatis personae) adalah : 


a. 
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Setiap orang, sebab dalam hal-hal tertentu setiap orang mempunyai hak- 
hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum acara pidana. Mereka ini 
dapat berkedudukan sebagai : 

- Tersangka ialah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindakan 
pidana, 

- Terdakwa ialah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili 
disidang pengadilan: 

- Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepen- 
tingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, 

- Ahli ialah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepen- 
tingan peradilan. 

Pejabat Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, sebab 

mereka inilah yang terutama diberi tugas dalam penyelidikan dan 

penyidikan. Mereka terdiri dari : 

- Penyelidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang 
diberi wewenang menurut undang-undang untuk melakukan penye- 
lidikan: 

- Penyidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, 

- Penyidik Pembantu ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indo- 
nesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas 
penyidikan. 

Pejabat Kejaksaan, sebab mereka inilah yang terutama diberi tugas 

melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Mereka 

terdiri atas : 

- Jaksaialah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang uutuk 
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putu- 
san pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, : 
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- Penuntut Umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- 
undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan 


d. Pejabat Pengadilan, sebab mereka yang terutama bertugas memeriksa 


dan memutus perkara di sidang pengadilan. Mereka terdiri dari : 

-  Hakimialah pejabat pengadilan yang diberi Pena oleh undang- 
undang untuk mengadili, 

- Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Deewana yang 
bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya 
sidang pengadilan. 

Para Penasihat Hukum ialah orang yang memenuhi syarat yang 

ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan 

hukum. 

Pejabat aparat eksekusi pidana atau aparat penitensier yang bertugas 

melaksanakan undang-undang pelaksanaan pidana (penitentiaire recht). 

Mereka misalnya Pejabat Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang ber- 

tugas melaksanakan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana 

penjara dan kurungan. 


Latihan 


1. Tunjukkan perbedaan antara jaksa dengan penuntutumum 
2. Mengapasetiap orang dapat terlibat dalam hukum acara pidana ? 


Tes 
Pilihlah: AJika1,2 dan 3 benar 


1 


BJika 1 dan 3 benar 
C Jika 2 dan 4 benar 
DJikahanya4 benar 
E Jika semua benar 


Tujuan hukum acarapidana adalah sebagai berikut : 
1. Mendapatkan kebenaran materiil 

2. Memberikan putusan hakim 

3. Melaksanakan putusan hakim 

4. Mendapatkan kebenaran formil 
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